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PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

l.

BUPATI SINTANG,

hahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi ke lembagaan
Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati
Sintang Nomor 31 Tahun 2008 (entang Susunan
Orpanisasi don Tarta Kerja Dinass Pekerjaan  Umum
Nabupaten Sintang perlu dievaluasi dan ditinjau kembali,

Lol berdasarkan pertimbangan schapaimana chhmaksud
larod o, perlu menetapkan Susunan Orpamsasi dan Tata
lerpa Doas Pekerjaan Umum Kabupaten  Simtang dengan
Peratinan Bupatr

Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penctapan
Undane-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebaga
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
72, Tambahan  Lembaran Nepara  Republik
Nomaor 1820);

Nomor
Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lLembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenpuzara Negara Yang Bersih Dan Belas  Dari
iKorupsi, Kolusi, Dan  Nepotisme (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nepara Repubhik Indonesin Nomor 385 V),

Urdang Undang Nomor 37 Tahun ';3005: tentang hovangan
Newara (Lemboran Negara Republik Indonesia Talhiun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara Repubhk
Indoncsia Nemor 4280);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahuni- 2004 . tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran’ 'Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan: Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4368y 10 "M

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  lentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Uncdangan (Lembaran
Negara - Republik  Indonesia Tahun 2004 - Nomor (53,

Tambahan Lembuaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4389); A

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kenangan
Nepara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia ‘Tahun 2004
Nomor 605, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4400); -

Undang Undane  Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1295, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4437)  scbagoimana
telah diubah  beberapa  kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Daerah abupaten Sintang Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara  Republhik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Numor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 entang
Waewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan
Pemberhentian Pegawar Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabhun 2005 lentang
Pengelobom Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemecerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lerabaran  Negara | Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 454 1
Peraturan Pemerintah Nomor 38 T, n 2007 lentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahn o.ara Pemcerintah,
Pemernintahan Daerah Provinsy, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14, Peraturan



O 1 T T S
-3- e, 00301
AL R W B
I/". l){‘l"\ . . . G
()l_(:[u."”‘ Pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
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Imrl‘( NSt Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
N (m(-}”’“ Fahun 2007 Nomor K9 Mambahan’ Lembaran
[ R ¢ N . ) 3
Segara Republik Indonesia Nomor 434 1) r
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,-):.')l(;”“"”‘ Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
H 8 tentang Urusan Pemerintahan  Daerah Kabupaten
;)(‘)‘(‘l:;ng (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun
o ¥ Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sitang Nomor 1)

10, ‘lr’ua';mlmn Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
')‘_()”H tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah
”\"‘!’UI’-’H('H Sintang (Lembarar. Daerah Kabupaten Sintang
Fabun 2008 Nomor 2, Tamboahan Lembaran  Dacrah
Nabupaten Sintang); - 32

MEMUTUSKAN :

Menctapkan 0 PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISAS] DAN

TATA  KIERJA  DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATIEN
SINTANG

BAB |
KIETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i yang dimaksud dengan

L

2

Dacrah adalah Kabupaten Sintang;

. Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Dacrah dan DPRD menurut asas oltonomi dan azas tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam system dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasir Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

J. Pemerintah Dacrah adalah Bupatt dan Perangkal Dacrah scbagar unsur

penyclenggara Pecmerintahan Dacrah;

4. Bupati adalah Bupati Sintang;

o

~1

.

Y

Organisasi Perangkat Dacrah adalah  Organisasi  Pcerangkat Dacrah
dilingkungan Pemcrintah Dacrah Kabupatén Sintang;

. Sekretaris Daerah adalah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

- Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan Unsur Pelaksana Pemerintah

Kabupaten Sintang;

.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;

- Kepala Linas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
10,

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang scelanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur
Pelaksana Qperasional Dinas Dacrah Kabupaten Sintang;,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan scsual dengan prolesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.,

i

]
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PEMBENTUKAN '

Pasal 2 . o : C o

.. i vipiele o
pengin ngtumn Bupau in; dibentuk: Susunan Orgam'i'sasi‘-da!ﬂ"i‘ulu Kerja
pinas Pckerjaan Umum Kabupaten Sintang

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(o Susunan Organisase Dinas Pelerjaan Umum, terdici dari;
a. hepadag

b, Sckrelariag, teedir darg:
) Sub Bagian Keuangan dan Program;
2) Sub Bagiaii Aparatur dan Umum:;
3) Sub Bagian Perlengkapan;

¢. Bidang Cipta Karva, terdiri dari:
) Scksi Pembangunan Gedung dan Perurnahan;
2) Scksi Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
4) Seksi Perencanaan Teknis Cipla Karya,

d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
1) Seksi Pemehiharaan Jalan dan Jembatan;
2} Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
3) Seksi Percncanaan Teknis Bina Marga;

e. Bidang Sumbcr Daya Air, terdiri dari:
1) Scksi Pembangunan Sumber Daya Air
2) Seksi Pemcliharaan Sumber Daya Air ;
) Scksi Perencanaan I'eknis Sumber Daya Air,

I, Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
1) Seksi Perencananan Penataan Ruang Kabupaten,
2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

) Seksi Tata Kota, - '

)

oo Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

e
A Y
e Kelompok dabatan Fungsional,
) B Vam o 1Y N syt ey \
(2 Bagan  Susunan  Organisasi Dinas Pekerjaan Umum  sebugaimana

lercantum  dalom  Lampiran,  yang merupakan bagian tidak terpisahkan
darn Peraturan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Dinas Peleor: y :
Mas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
N i ! - : ; :

:J TP oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Hpattmebalui Seloretaris Dacrah sesuai dengan bidang kewenangannya

BAB V...
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TUGAS PORKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Al
Dinas Pekerjaan Umum FRdE G
: i ] | } ) i ttd

Pasal 5

SO 7 Lo . i . . ]
pmas Pekerjaan U MUM - mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
pewenangan otonomi dacraly o hicdang Pckerjaan Umuin

Pasal 6

Untuk lm-ln.ksunukun tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

pinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencara strategis dan rencana kerja tahunan
di bidang Pekerjaan Umum;

¢. Pengawasan dan pengendualian teknis Bidang Pekerjaan Umum;

d. Pelaksanaan pembiangunan dan pemeliharaan parasarana umum bidang
sumber daya air, bina marga dan cipta karya;

c. Penpendalian teknis perumahan dan penataan ruang;

[ Pelaksanaan pembinaan di hidang perumahan dan penataan ruany;

. Perencanaan dan pengendahan teknis di bidang bina marga, cipta karya,
sumber daya aiv dan tata ruang; ‘

h. Pengendaban dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional bidang pekerjaan umum,

Lo pembinaan UPTD i bidang Pekerjaan Umum;

. peagelolaan  admuimstras) umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pelkerjaan Umuin,

k. pelaksanaan Standar Pelavanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum;

L pelaksanaan evaluoes dan laporan pelaksanaan tugos dan fungsi,

m. peayusunan Laporon Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah i bidang
Pckerjaan Umum,

n. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pekerjaan Umum;

0. penyusunan analisa jabatan;

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
lungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas schagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (1) hurul a,
mempunya tagas membantu Bupati dalam bidang Pekerjaan Umum.,

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kcepala
Dinas menyelenggarakan fungsi:
i pengoordinasian bidang kesckretariatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina
Marga, Bidang Sumber Dava Air dan Bidang Tata Ruang;
b, penyampaian program kerja Dinas Pekerjaan Umnum kepada Bupati;
¢ penjabaran kebijokan sesuai bidang tugas Pekerjaan Unmum;
d.pengendalian...
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yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

{ 4] '

clpksanaan ks Tainnyg
("h,m,:m tugas dan Nngsing,.
Al i nalty

Pasal 11 ; Rl it »

HBéU'.i”” }\'.ml:m.u.'m i Progeam schagaimana dimaksud  dalam Pasal 3
sl (1) h“”I” b "fl?p*f\'” b, mempunyal wigas pokok melaksanakan urusan
ﬁnﬂfal.lﬁilh('lcln keuangan  dan- perbendnharinn, mblaporan | Kewntgam,
nyusHs rc:nca‘mu dan program lerja serta laporan kincrja Dinas Pekerjaan
jmum; 4 . ! )

Pasal 12

ik melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub

Jagian Keuangan dan Program menyclenggarakan fungsi:
penyustnan program  kerja tohunan pada Sub Bagian Keuangan dan
Profram;

, pelaksanaan administrasi di bidang  Keuangan dan  Program  Dinas

pekerjoan Umum, :

pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis
pembavaran gaji pegawai pacda Dinas Pekerjaan Umum;

pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan  teknis

operasional  belanjn pemeliharaan dan  belanja modal sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana

kegiatan, .

e, pembuatan usulan Pembuat Teknis Kegiatan (PTK) dan Pcjabat Pembuat
Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum; ‘

[ pengoordinasian dan persiapan pembuatan administrasi pencairan
keuanpgan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

¢ penginventarisasian  dan  mempelajart semua  peraturan  perundang-
undangan yang berhubungan dengan tugas kcuangan dan program;

h. persiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategi (Renstra),
Rencana  Kerja (Renja)  dan Rencana Anggaran  Satuan  Kerja Dinas
Pekerjnan Umnm

I pelaksanann dan pengelolaan LS penatausahaan dan
pertanggzungjawaban keuangan Dinas Pekerjaan Umum;

i pengumipulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan
fiporan keuangan dan laporan pclaksanaan program kerja DinasPckerjaan
Umumnn;

k. pelaksanaan verilikasi kelengkapan sural permintaan pembayaran yang
diajukan .oleh bendahara pengeluaran; :

L. penyiapan sural perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas

.

-~

Pekerjaan Umum; N
M. penyelenggaraan verifikasi atas pencrimaan di lingkungan Dinas Pckerjaan
" Umum;
N pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pekerjaan
Umum;

9. pelaksanaan tugas Jain vang diberikan oleh Sckretaris sesuai dengan tugas

Pokol dan fungsinyi.
Pasal 13
Sl Bagian Aparatur dan Umunm sebagammana dimaksud  dalam Pasal 2 S
(1) harul b angka 2),  mempunyai tugas pokok meiaksanakan urusan sura

Menvarat, kearsipan, kepustakiaan dan vwrusan administrasi kepeeawaninn
Dinas Pekerjoan Unuinie

Diven) I/]
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P(_n}'\_lHUHiln rencana dan analisis Kebutuhan peralatan; = - o

pclaksnn:mn_ pembukuan dan pelaporan barang milik dacrah yang berada di

Dinas Pekerjaan Umunm, ) TR R

g pelaksanuan ooanventansasi - peraturan perundang-undangan  yang
perhubungan dengan fupas |‘)<:r|vngkf,1p;m; ;

| pelaksanaan tugas i yang diberikan oleh Sckretaris sesuai dengan tugas
dan funpsinya, ' |
Bagian Keempat ‘
Bidang Cipta Karya

Pasal 17

gidang Cipta Karya scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢,
mempunyeal tugas - pokok mcelaksanakan  pembangunan  gedung  dan

perumahiain, penataan permukiman, perumahan dan penychatan lingkungari
dan perencanaan Lleknis cipta karya.

Pasal 18

Untuk melaksamakon tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang

Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya;

b. penyusunan kebijakan tekms di bidang Cipta Karya;

c. penyusunan rencana dan penctapan kinerja bidang Cipta Karya

d. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Cipta Karya,

¢ openycelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendahan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya,

[ pelaksanaan  pengaturan dan penpendahian bidang  pembangunan
pervumahan dan permaukoman,

goopelaksanaan  pembangunan vodung  pamcerintah, perumahan dinas,
permulkiman Jdan prasirana hngkungan permulaoman dan penvehatan
lingkungan,

h. pelaksanaan  pemcliharaan gedung pemerintah, perumahan dinas dan
prasarana lingkungan permukiman dan penychatan hingkungan;

i pelaksanaan pembangunan dan pemehharaan tugu dan gerbang kota,

Jo pelaksanaan monitonng dan cvalunst pelaksanaan program penanganan
permukiman kumb;,

k. penpawasan josia konstruksi,

L penangpualangan darueat dan perbiaikan kerusakan infrastruktur
pertnsrman adabot hencanalam oy Kerusuhon sosind,

Mepemenknaan keamman dan ‘\tf.l\l.‘u\ln.‘|lnl| vedunge pemerinnals dan
banpian publilk,

nopengaturan, penpendalian, pembangunan, rechabilitas dan pemceliharaan
sarina dan prasaviana air bersih dan an buangan di lingkungan perkotaan,
lingkungan permukiman dan lingkungan pedaganpan; ,

0. pemibinaan dan bhantuan teknis pembanpgunan gedung pemerintah dan
bangunan publik;

P. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, perginan,
pedoman dan petunjuk operasional di bidang cipta karya;, "

. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan kepiatan bidang cipta
karva;,

toopelaksinaan s ans voang diberikan oleh Kepalh Dinas sestng tupas
pokok dan fungsinyit. '

Pasal 19,

“iamcm e 4 im

i’



' s i
¥ |

10 TSN IRTHTS v : 0 0307

Pasal 19
Svkﬁi zCTJ:tm(%L)Jnl?x?r\(;;'m%)l?g dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam
poanl 3 ryat b sAngka 1), mempunyai tugas'pokok - metaksanakan

pcmbangm‘mr} 'ddll‘) rehabilitasi serta pengawasan gedugilzigedting pemerintah
Jan non pemerintah serta ramah dinas Y

Pasal 20 T 1, T
Untuk mcla{ksa‘nakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Scksi
pembangunan Gedung dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan o rencana - kegiatan  Seksi  Pembangunan  Gedung  dan
Perumahan,;

b. penyusunan kebijakan teknis tata bangunan gedung dan perumahan; ]

c. penyiapan bahan petunjuk teknis tata bangunan gedung dan perumahan,

d. penyiiipan - bahan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  gedung  dan
perumithan;

. penyusunan rencana kinerja dan penctapan kinerja tata bangunan gedung
dan perumahan,

[ pelaksanaan pengendalion pendirian dan pemanfaatan bangunan gedung;

g. pelaksanaan pembangunan dan  pemeliharaan gedung pemerintah  dan
perumahan dinas; !

h. pelaksanaan  bimbingan  dan  bantuan  teknis  pembangunan  gedung
pemerintah, bangunan pubhk dan perumahan; '

L pelaksanaan pengawasan dan bimbingan jasa konstruksi,

i pelaksanaan koordinast dalam penertiban bangunan hiar;

k. penyinpan bahan dan pelaksanaan pembangunan dan pemelibaraan tugu
dan gerbang kota;

I pelalcsanaan pembongkaran bangunan gedung pemerintih dan perumahan
dinas tidak layak huni;

m. penyusunan norma, pedoman, standar dan kriteria pemberian perijinan
pembangunan gedung dan perumahan dengan mempertimbangkan aspek
penychatan lingkungan, resapan air dan drainase;

n. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman
dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan perumahan;

0. pelaksanaan  monitoring, cvaluast  dan  pclaporan  kegiatan  scksi
Pembangunan Gedung dan Pcn_nnahqn; dan

P opelakisanaan tupgas loano yang diberikan oleh: Kepala: Pidang Cipta Karva

sesun fugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2\

Seksi Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) hurul ¢ angka 2),  mempunyai tugas
melaksanakan  bimbingan  teknis, Pcmbangunan dan rchabilitersi seria
monitoring dan cvaluast prasarana pcr'um:lhimldam prasarana permukiman
dan penpelolann kegintan pc-mlmn;:urfnn, pemeltharaan, |.3<fm:imf:m|:m sarana
din pr:n;ur;mu i bidang penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan

air bersih dan air buangan.

Pasal 22 A

Untuk rmelaksanakan tugas sebagaimana dimgksud dalarn Pasal 21, Seksi
Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan
fungsi:'

a.penyusunan..,
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penyusunan rencana
penychatan Lingkungan:
penyusunan kebijakan ckn
lingkungan;

penyinpan - bithan - pelaksanaan  kegintan peimbangunan  permukiman,
perumahan dan penyehatan Hnglumg:in: il ' - |
pelaksanaan pembangunan dan pengelolann kawasan siap bangun;

penyustunan petinjuk teknis (dan pelaksanaan penanganan dan perbaikan
permukiman kumul;

Wil g

kegiatan  Seksi  Permukimidn, ‘Perumhaban  dan

1S : Ll . )
18 permukiman, perumallmn " dan penychatan
. . T Gk % .

AT,

pelaksanaan pengaturan dan pengendalion pembangunan  permukiman,
perumahan dan prasarana penychatan lingkungan;
pelaksanaan  fasilitusi  pengembangan  kawasan  permukiman  baru  di
perkotaan dan kawiasan perdesaan yang potensial;

. pelaksanaan  bimbingan  teknik, pengawasan tcknik  dan  fasilitasi

peningkatan kualiths permukimang =
penyum_lhun norma,  standar, proscdur dan  kriterin serta bhimbingan
kelembagaan danr peran  serta masyarakat di bidang penataan dan
pengembangan permukiman, perumahan dan penychatan lingkungan;
penanganan dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat
bencana alam dan kerusuhan sosial;

pelaksanaan  pcngawasan,  pengaturan, pembangunan, rchabilitasi,
pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air
buangan di lingkungan perkotaan, lingkungan permukiman dan lingkungan
pedagiangan;

penyuluhan dan bantuan teknis penanganan permukiman, perumahan dan
penychatan lingkungan;

m, penyusunan norma, pedoman, standar dan kriteria pemberian perijinan

perumahan dan permukimart layak huni dengan mempertimbangkan aspek
penyehatan lingkungan, resapan air dan drainasc;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan wigas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya
sesual tugas polaok dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) hurufl ¢ angkoa 3), mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan  kebijakan,  koordinasi  dibidang  perencanaan  program,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Scksi

P;:

il,
h.
.

d.

e e et s

rencanann Teknis Cipla Karya menyelengarakan fungsi:

penyusunan rencana kegiatan Scksi Perencanaan Teknis Cipta Karya,
penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan,

penguompulan dan pengolahan data rencana program tahunan; °
Penpumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis,
monitoring  dan cvaluasi bidang P(:mb:mgunan Gedung Pemerntahan
Perumahan Dinas, Penataan Permukiman, Perumahan dan Penychatan
Lingkungan;

pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;
penyusunan perencanaan  umum - di bldgng cipta  karya
perencananaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
penyiapan huhan pengendahan dan p_elaksanaan norma, standar, pedoman
dan petunjuk operasional di bidang cllpt.a karya;
- Peluksanaan pengawasan, pengendaiian dan pelaporan pelaksanaan Lugas;
dan

meliputi

- . . = —-
—— e e e e,

Lpelaksanan),



-12 - pescaits o g 0 n309

selaksanaan tugas lain vang diberikan oleh l\cpdl?. Bidang Ciptla Karya
PRI LN r\l\}\ﬂl\ dan ““]L,\ln\'_l

N

-Bagian Kelima
Bidang Bina Marga ot

[ | \

Pasal 25
i, T R
gidang Bia Marga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
sempunyat mk“‘* pokok  melaksanakan perencanaan, pengawasan,
sembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 26

L “‘lk melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
aa Marga menvelenegarakan fungsi:

1 penyvusunan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;

> penyusunan kebiyakan pelavanan umum di bidang Bina Marga;

perumusan - kebjakan  teknis  perencanaan,  pengawasan,  pembinaan,

:‘enqcnu han, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

nengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan

g pengawasan jalan;

¢. pelak=anaan Derencanaan, pengawasan,  pembinaan,  pengendalian,
embangunan doan pemehiharaan jalan dan jembatan; ‘
pengendalian dan pelaksananaan norma, standar pecdoman dan petunjuk
operasional di bidang bina marga;

o pengumpulan data dan pelaporan;

R peryinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;

relaksanaan monitonng, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina marga; dan

pelaksanaan wugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas scsual dengan

wagas qan lungsinya

Pasal 27

Jekat Pemchiharanan Jdalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (1) huruf d angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan
pemelitharaan jalan dan jembatan.

(SR

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

senvusunan rencana keaiatan Scksi Pemceliharaan Jalan dan Jembatan;
nyostnan kebpakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan:
"c::\i-"-‘ in bahan pelaksanaan kegutan pemehharaan jalan dan jembatan;

d. penviapan bahan pelaksanaan kegiatan pemehharaan trotoar,

¢ pemyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja l)u.lang pemeliharaan
Jadan dan jembatang

L penvusunan petunjuk tekms dan bimbingan teknis pgnuhhalaan)
rembatan:

alan, dan

g '36‘“\‘: apan br‘l\an dan P(-!;ik‘%‘anaﬂn norma, 'Hnndar‘ p(‘_‘d()m’\n dan PC‘[UI‘I]Uk
opet 4\.0‘).\! bidang pemchharaan jalan dan jembatan;
h renviapan bahan dan pelaksanaan pengendahan dan peng

gawasan bidang

peine :':.z:‘a;z jalan dan jembatang
De! lksanaan monitoring, evaluast dan pelaporan kegiatan Soient

Pemcliharaan Jalan dan Jembatan; dan

J.pelaksanaan. ..
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pelaksanaan tupas lain yang diberikan oleh KepalaiBidang sesual dengin
(ugas dan fungsinya. .

Pasal 29 noleso .
geksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pusal 3 ayar (1) huruf d angka 2), mempunyal tugas pokok
melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Scksi

pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungst:

a. penyusunan rencana kegiatan Scksi Pembangunan Jalan dan Jembatan,

b. pengumpulan, pengolahan dan  perumusan  bahan  kebijakan teknis
pembangunan jalan dan jembatan;

c. penpoordinasinn kegintan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan
dan pembangunan trotoar;

d. penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja pembangunan jalan dan

jembatan,

Menyiapkan bahan penctapan status jalan kabupaten, desa dan jalan kota;

[ pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan
pembangunan trotoar;

g. penyiapan bahan dan pclaksanaan norma, standar, pedoman dan pectunjuk
operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan,;

h. penyusunan pectunjuk teknis dan bimbingan teknis pembangunan dan
peningkatan jalan dan jembatan;

i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidong sesuai dengan
tugas dan fungsinya,

(%]

Pasal 31

Scksi Perencanaan Teknis Bina Marga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) hurul d angka 3), mempunyai tugas pokolk mengumpulkan dan
mengelola data, survey dan perencanaan tekris di bidang pemceliharaan,
pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

asal 32

Untuk melaksanakan tugis schagaimana diunaksud daam Pasal 31 Scksi

Perencanaan Teknis Bina Muarga menyelenggarakan fungsi:
penyusunan rencana keviatan Seksi Perencanaan Teknis Bing Marpa:
penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;

¢. Pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis
monitoring  dan  evaluasi bidang pemeliharaan, ]’)(:mhan'gun:m I
peningkatan jalan dan jombatan;

d. pelaksanaan  koordinasi  dan sinkronisasi  penyusunian
ANpparan;

Copenyusunan kebijakan teknis penpendalian fungsi dan pemanfanian ruang,
Jadan dan ruang pengawasan jalan dan jembatan; ?

dan

program  dan

I penyiapan  baban pencrapan hasil pengembangan tckno},ogj hahan dan
peralatan jalan dan jembatan;
8. penyusunan perencanaan umum di btdang bina

, , : marga meliputi
perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
{

e e penyiapan.
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Lo L
Chrendalian, standar, pedoman dan peltunjuk :
pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan

operasioni |
di  bidang
jembatan,

pelaksanaan pengawasan,

i pengendalian dan pelaporan pelaksanaan (ugas,
dan ‘ ' '

'
Vi

pelaksanann wighs. lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas
pokok dan fungsinya. 3 oo o

- E

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 33

Bidang Sumber Daya Air sebagaimané dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

il

mempunyal tugas pokok  melaksanakan  perencanaan, pembangunan,

pemeliharaan, pemanfantan dan pengamanan sumber air permukann, irigast,
sungal, danau, rawa dan pantai.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang
Sumber Daya Air menyclenpgarakan fungsi

a.
b.

d.

q.

Scksi Pembangunan Sumber Daya /\1'1" scbagaimana dimaksud d
ayat (1) huruf e point 1), mempunyal tugas melaks
peneendalian, bimbingan. pembangunan d

penyusunan reancana keplatan Bidang Suinber Daya Air;

perumusan kehijakan tcknis di bidang sumber daya an scsuai peraturan
perundang-undangan  yang meliputi  konservasi, pendayagunaan dan
pengendalian dayva rusak pada sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku,
rawa dan pantan,

penyusunan kebijakan pelavanan umum di bidang sumber dava air,
penyclenggaraan perencanaan, pembangunan, rchabilitasi, pemcliharaan
dan pengembangan sumber daya air,

pelestarian, konscrvasi air dan pengembangan tata ruang bidang sumber
daya air;

penyusunan rencana dan penclapan Kinerja;

pelaksanaan penclitian dan pengembangan teknis sumber daya air;
pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
penyusunan program dan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan
sumbcr daya air;

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;

pengumpulan data dan pelaporan;

pelaksanaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air
beserta utilitasnya,

. pengawasan, pengendahan dan normalisasi fungsi dan manfaat sumbor air

permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai;
pengendalian don pelaksanaan normi, standar, pedoman dan S
operasional di bidang sumber daya air; :
pelaksanaan pembinaan, pengawasan din penpgendalian daya ru
or; .

pelaksanaan monmitoring, evaluasy dan pelaporan kegintim B
Daya Air; dan -

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olech Kepala Dinag sesu
tugas dan fungsinyi.

sak sumber
ang Sumber

ai dengan
Pasal 35

alam Pasal 3
| anakan pengaturan teknis,
an pengelolaan sumber dava air.

Pasal 36,
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Pasal 36

”““,u nwlniq‘uunuluu| [RRVIVEIT P T T YIRS T TA Sy Y P IR TT Praamnl gy, Rnleml
pembangunan menyelenpparaica, fungsi: O
a4, penyusunan r(:mj'.:nm kegiatan Seksi Pembangunan; o . 3
b, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan sumber daya air;
¢, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air;
d. penyusunan rencana kerjn dan penetapan kinerja bidang pembangunan
sumber daya air; ,
pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi;
[ pepgamanan bangunan irigasi; ’

’

"

g penvelenggaraan himbingan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air
permukaan, sunpar danau, ivigasi, air tanah, air baku, rowa dan pantai;

h. pelaksanaan pengendalinn daya rusak air;

i penyiapan bahan pengendalian dan pclaksanaan norma, standar, pedomin
dan petunjuk operasional di bidang pembangunan sumber daya air;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas lin yang diberikan olch Kepala Bidang Sumber Daya Air
sesual lugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

Sekst PemeliharannSumber Daya Air sebhagaimana dimaksud  dalam Pasal 3
avat (1) huarul ¢ooangka 2), mempunyar tugas pokok  meloksanakan
pemehharaan suber dayva air dan bimbingan teknis pemeliharaan sumber daya
air.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Scksi

Pemeliharaan menycelenggarakan fungsi:

u. penyusunan rencana kepiatan Scksi Pemeliharaan;

b. penyusunan kebijakan dan petunjuk tcknis pemeliharaan sumber daya air;

¢. penyiapan  bahan  pelaksanaan  kegiatan  pemecliharaan sumber  air
permuann, sungai, danau, irigast, air tanaly, air baku, rawa dan pantai,

d penyusunan rencinag kerjao dan penctapan kinerja bidang pemeliharaan
sumber daya air;

¢. pelaksanaan pemelibaraan dan rehabilitasi jarmgan irigasi,

I, penyiapan bahan dan peloksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk

operasional di hidang pemeliharaan sumber daya air;

pelaksanaan monitornng, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

a. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air
sesuai tugas pokok dan fungsinya. .

Pasal 29

Scksi Perencanann Teknis Sumber Rayac Arr sebapgaimana dimaksucl dalam
Pasal 3 ayat (1) hural ¢ angka 3), mempunyal tugas mengumputkan dan
mengeloln data dan melakukan survey dan perencanaan teknis, monitoring

dun evaluasi di bidang Irigasi, Sungai, Danau, Rawa dan Pantaj.

Pasal 40

Untuk miclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Scksi
Perencananan Teknis Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: '

A penyusunan rencana kegiatan Seksi P(;rcn‘(:anaan Teknis Sumber Dava Air:
L. penyusunan kebigakan dan petunjuk teknis perencanaan, ; '

—— . C.pcngumpulan...
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C. Pung:}lm'PU]i:m chan Peneelolann data dan survey data perencanaan teknis,
monitoring dan cvaluas; bidang pemeliharaan dan pembaigunan surmber
(iya

d. pelaksanaan koordimasi, sinlkronisasi, penyusunan program dan anggaran;

¢. penyusunan kebijakan (eknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan sumber
daya ar; ‘

[ penpyusunan perencanaan umum di sumber daya air mcliputi perencanaan
janpka pendek, menenpah dan Jangka panjang; .

g pelaksanan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

h. 1391"“‘3"'"“""1*‘ tugas laim yang diberikan olch Kepala Bidang Sumber Daya Air
sesual tugas pokok dan fungsinya.

L

Bagian Kctujuh
Bidang Tata Ruang -

Pasal 41

Bidong Tata Ruang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,
mempunyat tugas pokok penviapan bahan perumusan kebijakan perencanaan
tata ruang kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang

Tata Ruang menyclenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;

h. penyusunan kebijnkan pelayanan umum di bidang tata ruang;

c. penyelenpgarann pereneanaan,  pengawasan, pembinaan,  pengendahan,
penpembangan dan pelaksamaan kebyakan teknis di bidang tata ruang;

d. penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktar jangka pendcek,
mencngah dan jangka panjang;

¢. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan dinas yang meliputi pengolahan data dan pemetaan, planologi
kota scrta percncanaan ruang dan infrastruktur kova;

[. perijinan dan pcngawasan pemanfaatan Ruang Wilayah beserta utilitasnya;

g. pengumpulan data dan pelaporan;

h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang; dan

i, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 43\

Scksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten sebagaiinana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) hurul [ angka 1), mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan penataan ruang wilayah. )

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal a3, Scksi
Derencanaan Penatiaan Ruang Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
N penvostman reneanin kepiatan Seksy Perencannnn PR S Rifime
Kabupaten, . .
h. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan:
¢. Pengumpulan dan pengeloloan data dan survey data perencanaan T
nmonitoring dan evaluasi bidang penataan ruang kabupaten;
i
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"

,,-)(;nyi'c'P“” bahan penyvusunan dan penctapan Rencana Tata Ruang Wilayah

kabupaten;

o, punyiapan l)ahuln penyusunan  dan  penctapan Rencana Tata - Ruang
Kawasan Strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang;

( penyusunan program scktoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan stralcgls kabupaten;

i punyiapian bahan  penctapan peraturan dacrah  bidang penataan ruang

ditingkat kabupaten;

p. penyiapan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang,
kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang,

i pelaksanaan sosialisasi bidang penataan ruang;

i penyelenggaraan  sistem informasi dan komunikesi  penataan  ruang

" kabupaten;

k. penycbarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; ‘

| penyiapkan bahan pembatalan izin pemanfaatan miang yang tidnk scsual
dengan rencana tata rmang wilayah kabupaten;

m. peliksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran,

n. penyusunan  kebijakan teknis  pengendalian fungsi, pemanfuatan  dan
evaluasi tata ruang wilayoh kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan
wilayah perbalasan;

0. penyusunan percncanaan umum di bidang tata ruang kabupaten meliputi
perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

p. penyiapan bahan pcngendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman
dan pctunjuk opcrasional di bidang tata ruang kabupaten;

q. pelaksanaan pengawasan, pengendelian dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuar tugas

pokok dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Penataan Dangonan dan Lingkungan sehagaumana dimaksud  dalam
Pasal 3 ayat (1) bhural 0 angka  2),  mempunyal tugas menyusun dan
melaksanakan  survey,  penataan perginan bangunan  dan ltm‘qkung;m,
pencdataan dan pemetaan ruang wilayah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan
Wilayah Perbatasan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi

Penataan Bangunan dan Lingkungan menyclenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kepgiatan Scksi Penglaan Bangunan dan Lm-‘ﬁ’l"ur‘xpuw

b. penyusunan  kebijakan  dan petunjuk  teknis  penataan bangun;u{ d’an

- lingkungan;

C. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencana
monitoring dan cvaluasi bidang penataan bangunan dan lingkung;

d. pelaksanaan  koordinasi,  sinkronisasi,  penyusunan
belaksanaan program,

an teknis,
i
program  dan

¢ pelaksanaan koordinasi dan pengawasan bangunan agar sesuali perijinan:
[ pelaksanaan bimbingan dan bimbingan kepada LoD

| masyarakal Lerkennan

dengan penataan bangunan dan lingkungan,

g pelaksanaan pendataan bangunan;

~benyiapan bahan penyusunan dan penclapan rencana aty
linpkungin:
Penyusunan  kebijakan  teknis opemetaan . ruang
kelurahan, desa dan wilayah perbatasan;

bangunan dan
I

wilitynh kecamatan,
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j. pEnyUSUNAN  perencanasn umum bidang pecnataan  bangunan dan
lingkungan meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka
panjang dan analisis PC"‘\'(‘H‘lba‘mgannyn'

1 4 P EYEN R . H i :

k. penyiapiany bahan pengendidian, dan pelaksanaan norma, standar, pedoman
dan prtunjulc operasiona penataan bungunan dan hingkungan,

| pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas: dan

m.pelaksanaan tugis Iain yang diberikan olch Kepala Bidang sesuin (upas
pokok dan fungsinya,

Pasal 47

Scksi Tata Kota schugaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufl [ angka
3 ymempunyail  tugas mclaksanakan kebijakan  teknis  dan kegiatan
perencanaan infrastruktur kota.

Pasal 48 =

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Scksi Tata
Kota menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kota,

b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan dan petunjuk
tcknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

¢. penyelenggaraan f(asilitesi dan  pelaksanaan pengumpulan, pengolahan,
penganalisaan don pemeliharaan data rencana dan rancangan penataan
ruang sesual dengan perencanaan infrastruktur kota;,

d. penyusunan perencanaann umum di bidang tata kota meliputi perencanaan
jangka  pendek,  menengah dan o jangka  panjang  dan analisis
perkembangannyiy;

¢. penyiapan bahan dan evaluast keglatan,

[. pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuam tugas
pokok dan fungsinyva.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 49

UPTD sebagaimana terscbut dalam Pasal 3 ayat (1) hurufl g, mempunyail tugas
melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas  Pekerjaan Umum bidang
lertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan

Pasal S0

3 Al H A \ I3 1. .3 . P -
Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 49, UPTD
mempunyai fungsi

4o pelaksanaan tugas ()‘,)(Tl'.’.l.\“t'()l"lill l)'mns Pekerjaan Umuam:

b, pelaksanaan urusan administrasy

Co o pelaksanaan tupos lhin yang diberikan oleh Kepata Dinas sesuni denpan
tugas dan Tungsimya.

Bagian. ..
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Bagian Kzsembilan
Kelompok Jubatan Ifungsional

Pasal 51

I

7 ‘A s . . e - LIRS ]
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 J)} (lu ( )'m
hurul h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekeryae
Umum sesuat denpan keahlian dan ketrampilannya.

(N

(1
()

f

Pasal 52

Kelompole dabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam I’:.\sul 51,
terdir dari scjumlab tenaga pada jenjung jabatan yang terbag dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan k('!1‘(1111})1]«’1!?!1ly7".
Kelompok Jubatan Fungsional schagaimana dimaksud dalany ayat (1)
dikoordinasikan oleh scorang tenaga fungsional yang ditetapkan olch
Kepala Dinas;,

Jumlah Jabatan Fungsional scbhagaimana dimaksud dalam avat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) diatur sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnoya berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang, berlaku.

Dalaan melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sckretaris Dinas, Kepala
Bidanj, Kepala  Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala UPTD dan

Kelompolk Jabatan Ifungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
intcprasi dan sinkronisasi sccara vertikal dan horizontal, baik di dalam
linglkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat
Dacrah  scrta  dengan  Instansi Vertukal  dilingkungan  Pemerintah
Kabupaten Sintang sesuai dcnga‘n bidang tugasnya.

Pejabat  Struktural dalam lingkungan  Dinas  Pekerjaan  Umum
hertanggung jiwal memimpin dan muengoordinasikan bawahan masing-
masing, memberikan bimbingan serta petunjuk  pelaksanaan :
hawahanny:.

’cjabat Struktural dalam mcluksuna.kun tugasnya wajib mengetahui dan
mernatuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan
kepada atasan masing-masing.

Pejabat Struktural dalam mclgksgnakan tugasnya wajib mengkoreksi
dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan
pertimbangan lebih lar?jut. _ .

Pejabat  Struktural D.mas Pckerjaan U_mum perkewajiban mengawasi
bawahan masing-masing dan rn'(':ngambxl langkah-langkah dan tindakan
bila terjadi penyimpangin Seeddl dengan peraturan yang berlaku,

Kepala Bidang dan Kepila UPTD menvampaikan |
Dinas dan :-:\:l.;;-(*l:n'm.l)mns menyusun ‘”D()!'nn Y
Umum kepada Bupati.

tugas

aporan kepada Kepala
rkala Dinas Pekerjaan
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penjabiran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada
NDinas Pekerjaan Uimum ditctapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

‘BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55
Denpan berlakunya Peraturan Bupati in1, maka Pcraturan Bupati Sintang
Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 56
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scuap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditctapkan di Sintang

pada tanggal | JuLi 2051 3
\EQ’I/‘)IV?I/NTANG,
'

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal | Jubd 2013

SEKRI; ,Q_,RIS AERAH KABUPATEN SINTANG,

fo—

ZULIKIFLI B AJT AKEMAD

' BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 17 2
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